PUTUSAN

Nomor Prk/Pdt.G/2020/PTA.Bdg
e\ P\ Y %
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, telah
menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara

Cerai Talak antara:

Pembanding, tanggal lahir, 17 September 1975, agama Islam, pendidikan
S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di
Kelurahan Tangkerang Utara, Kecamatan Bukit Raya, Kota
Pekanbaru, semula sebagai Pemohon sekarang

Pembanding;
melawan

Terbanding, tanggal lahir, 9 Maret 1984, agama Islam, pendidikan S.1,
pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di
Kabupaten Bogor, semula sebagai Termohon sekarang
Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor
Prk/Pdt.G/2019/PA.Cbn. tanggal 21 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan
tanggal 25 Jumadil ~Akhir 1441 Hijriah dan berkas perkara yang

bersangkutan;

Telah membaca dan memeriksa pula surat-surat yang berkaitan

dengan perkara ini;
DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan
Pengadilan Agama Cibinong Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA.Cbn. tanggal 21
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Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1441

Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
Dalam Konvensi
1. Mengabulkan permohonan Pemohon,;

2. Memberi izin kepada Pemohon (Pembanding) untuk menjatuhkan talak
satu raj’i terhadap Termohon (Terbanding) di depan sidang Pengadilan

Agama Cibinong;
Dalam Rekonvensi
1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

2. Menetapkan Penggugat (Terbanding) yang memelihara dan mengasuh
keempat anak yang masing-masing bernama Anak Pertama, perempuan
lahir Bogor tanggal 15 September 2004, Anak Kedua, laki-laki lahir Bogor
tanggal 8 Oktober 2009, Anak Ketiga, Perempuan lahir Jakarta tanggal 22
Oktober 2010 dan Anak Keempat laki-laki lahir Bogor tanggal 29 Agustus
2017) dengan kewajiban Penggugat untuk memberi hak kepada
Tergugat untuk memberikan kasih sayang kepada kedua anak tersebut;

3. Menghukum Tergugat (Pembanding) untuk membayar kepada Penggugat
(Terbanding) berupa:

3.1. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas

juta rupiah);
3.2. Mut’ah berupa perhiasan mas 50 gram 24 karat;

3.3. Nafkah 4 orang anak tersebut di atas untuk masa yang akan datang
sampai mandiri minimal sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta
rupiah), perbulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan
kenaikan 20% setiap tahunnya yang dibayarkan lewat Penggugat

sebagai ibu kandung anak-anak tersebut;

4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya,;
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Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon/Tergugat untuk membayar biaya perkara

ini sebesar Rp. 456.000,-(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Membaca berita acara sidang terakhir Pengadilan Agama Cibinong
pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 telah ternyata bahwa putusan
tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim dalam sidang terbuka untuk
umum dengan dihadiri oleh Pemohon sebagai Pembanding dan Termohon
sebagai Terbanding;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh PIt. Panmud
Gugatan Pengadilan Agama Cibinong yang menyatakan bahwa pada hari
Selasa tanggal 3 Februari 2020 pihak Pembanding telah mengajukan
permohonan banding atas putusan tersebut, permohonan banding mana
telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya melalui kuasa hukumnya

untuk tingkat pertama tanggal 7 Februari 2020;

Membaca Surat Tanda Terima dari Panitera Pengadilan Agama
Cibinong Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA.Cbn. tanggal 28 Februari 2020 bahwa
Pembanding telah menyerahkan memori banding dan memori banding

tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 6 Maret 2020;

Membaca memori banding dari Pembanding tersebut yang pada
pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama
Bandung untuk memberikan keputusan penentuan nafkah anak, iddah
maupun mut’ah yang memenuhi rasa kepatutan, kelayakan dan keadilan
sesuai dengan kemampuan Pembanding. Pembanding memohon kepada
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pemeriksa perkara ini untuk

memutuskan sebagai berikut:
e Menerima permohonan banding Pembanding;

« Membatalkan putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor. Prk/Pdt.G/
2019/PA.Cbn;

e Apabila dipandang perlu, memerintahkan kepada Pengadilan Agama

Cibinong untuk membuka kembali sidang pemeriksaan perkara a quo;
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MENGADILI SENDIRI:

Primair:

Menerima dan mengabulkan gugatan Pembanding untuk seluruhnya, yaitu:
1. Nafkah 4 orang anak Rp4.000.000,00 setiap bulan;

2. Nafkah lddah Rp1.000.000,00 selama 3 bulan berturut-turut;

3. Mut’ah berupa perhiasan emas 24 karat seberat 6 gram;

Subsidair:

Mohon putusan yang adil berdasarkan hukum;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibinong
Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA.Cbn. tanggal 20 Maret 2020 bahwa Terbanding
telah menyerahkan kontra memori banding dan telah diberitahukan kepada
Terbanding melalui Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 30 Maret
2020;

Membaca kontra memori banding tersebut pada pokoknya adalah
kiranya Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan menjatuhkan putusan
sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding semula Pemohon
Konvensi untuk sebagian;

2. Menguatkan isi amar putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor Prk/
Pdt.G/2019/PA.Cbi, tanggal 20 Januari 2019;

MENGADILI SENDIRI;
Dalam Rekonvensi:

1. Menolak keberatan, eksepsi Pembanding/Pemohon Konvensi/Tergugat
Rekonvensi terkait isi amar putusan rekonvensi dari Pengadilan Tingkat
Pertama untuk seluruhnya,;

2. Menguatkan isi amar putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor Prk/
Pdt.G/2019/PA.Chi, tanggal 20 Januari 2019;
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3. Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Pembanding/Pemohon
Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat

lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo ex bono);

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibinong
Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA.Cbn. tanggal 28 Februari 2020 bahwa
Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage);

Membaca Surat Keterangan Panitera Penagdilan Agama Cibinong
Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA.Cbn. tanggal 10 Maret 2020 bahwa Terbanding

telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage);
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan
oleh Pembanding untuk pemeriksaan ulang atas perkara ini pada tingkat
banding.  masih dalam tenggang waktu banding dan dengan cara
sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang
berlaku, maka permohonan banding tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Majelis Hakim Tingkat Banding
(MHTB) akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah
diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama
(MHTP) untuk selanjutnya diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang
pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah MHTB mempelajari berkas perkara yang
terdiri dari berita acara persidangan, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya
yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang
diajukan oleh pihak Pembanding dan Terbanding, salinan resmi putusan
Pengadilan Agama Cibinong Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA.Cbn. tanggal 21
Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1441
Hijriah, serta memori banding dari Pembanding dan kontra memori banding

dari Terbanding, maka MHTB memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Dalam Konvensi
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Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan Pembanding dan
bantahan Terbanding sebagaimana terurai dalam memori bandingnya dan
kontra memori banding tersebut di atas, bahwa terhadap perkara ini MHTP
telah melaksanakan upaya perdamaian sesuai dengan ketentuan Pasal 130
HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan dilaksanakan melalui
seorang mediator H. Mumu, S.H., M.H., namun berdasarkan laporannya
tanggal 24 September 2019 mediasi dinyatakan tidak berhasil karena para
pihak tidak beri'tikad baik. Hal ini telah sesuai dengan Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan,  bahkan setiap persidangan MHTP selalu berusaha

mendamaikan kedua pihak berperkara akan tetapi tetap tidak berhasil,

Menimbang, bahwa mengenai alasan perceraian sebagaimana
diuraikan dalam surat permohonan Pembanding, MHTB berpendapat bahwa
apa yang telah dipertimbangkan oleh MHTP secara mutatis mutandis
sepanjang tidak dipertimbangkan lain dan sejalan dengan pendapat MHTB
dalam putusan banding ini, MHTB menyatakan sependapat dan
menyetujuinya serta diambil alih menjadi pendapat MHTB sendiri karena
telah didasarkan dan sesuai dengan fakta dan ketentuan hukum yang

berkaitan dengannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya MHTB memberikan pertimbangan
bahwa pada pokoknya permohonan tersebut didasarkan kepada alasan
perceraian pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
yaitu “antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah

tangga”;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perselisihan dalam

rumah tangga sebagaimana tersebut di atas dalam Lampiran Surat Edaran
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Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014 angka 4 memberikan indikator
rumah tangga yang sudah pecah (broken marriage) antara lain sebagai
berikut:

1. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;

2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;

3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya
sebagai suami istri;

4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

5. Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL,

KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa bila semua atau beberapa bahkan salah satu dari
hal tersebut telah terbukti rumah tangga tersebut secara hukum dinyatakan

terbukti telah pecah karena terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan
fakta hukum tersebut, MHTB berpendapat bahwa keadaan rumah tangga/
ikatan perkawinan kedua belah pihak telah pecah dan tidak ada harapan
akan hidup rukun kembali dalam keluarga bahagia, tidak mungkin lagi untuk
dipertahankan dalam ikatan perkawinan, sehingga tujuan perkawinan
sebagaimana dimaksud dalam ayat suci Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan
Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi HUkum
Islam (KHI) yaitu pada pokoknya untuk membentuk/mewujudkan keluarga
atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak bisa lagi
diwujudkan oleh Pembanding dan Terbanding. Bahkan jika keadaan seperti
itu dibiarkan/dipertahankan akan timbul kemadaratan bagi salah satu pihak
atau kedua-duanya, oleh karenanya maka menurut MHTB alasan/dalil-dalil
Pemohon telah terbukti menurut hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 19
huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f
Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu permohonan tersebut dapat
dikabulkan;
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Menimbang, bahwa untuk lebih menguatkan hal ini MHTB menunjuk
Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990
yang menyatakan bahwa “apabila salah satu dari suami istri pergi
meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak mau kembali untuk rukun,
maka sudah merupakan bukti antara suami istri itu telah terjadi perselisihan
secara terus menerus, dengan tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan
siapa sebagai penyebab terjadinya pertengkaran, maka permohonan
Pemohon tersebut dianggap telah memenuhi alasan perceraian
sebagaimana diatur dalam pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal

116 huruf ( f) Kompilasi Hukum Islam’;
Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan Pembanding khusus
mengenai nafkah selama iddah, mut'ah dan nafkah 4 (empat) orang anak

tersebut, MHTB memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai nominal pembebanan nafkah iddah,
mut'ah dan nafkah anak sebagaimana tersebut di atas MHTB memberikan
pertimbangan dengan didasarkan ketentuan yang tercantum dalam Surat
Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Ill huruf A angka 2 yang
menyatakan: Hakim harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan
dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan
dasar hidup istri dan/atau anak. Oleh karena itu MHTB memandang perlu
mempertimbangkan dan menentukannya nafkah selama iddah cukup
sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), mut'ah agar mudah dan
pasti diganti dengan berupa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta
rupiah) dan nafkah untuk 4 orang anak, karena memasuki umur dewasanya
berbeda-beda, maka masing-masing anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu
juta rupiah) setiap bulan dengan penambahan sejumlah 15% setiap tahun
dari jumlah tersebut di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak-

anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
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Menimbang, bahwa untuk memastikan pelaksanaan pembayaran
nafkah iddah dan mut'ah oleh Pembanding kepada Terbanding harus
dilaksanakan pada saat sebelum pengucapan ikrar talak. Hal ini sesuai
dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017

huruf C pada pokoknya menyatakan: “.... pembayaran kewajiban akibat
perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lampau dibayar
sebelum pengucapan ikrar talak. lkrar Talak dapat dilaksanakan bila istri
tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat

”

itu....”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas, MHTB berpendapat bahwa pada pokoknya putusan MHTP
a quo dipandang sudah tepat dan benar serta patut untuk dikuatkan dengan
tambahan pertimbangan dan perbaikan/tambahan amar putusan tersebut
sehingga selengkapnya sebagaimana dalam putusan ini. Hal ini sesuai
dengan pendapat ulama yang tertuang dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin
halaman 447 yang diambil alih  menjadi pendapat MHTB sendiri yang
berbunyi:

g sl san 5 Loyl aimally oS ) (5 588 5) oSy amlil le Gl jie Y] s

“Tidak bisa dibantah putusan hakim atau fatwanya, apabila hakim telah

memutus berdasarkan dalil yang mu’tamad atau dikuatkan oleh hukum.”
Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai
Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada
tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding
dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan

Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;
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MENGADILI

Menyatakan permohonan banding dari Pembanding formal dapat

diterima;

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor Prk/Pdt.G/
2019/PA.Cbn. tanggal 21 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan

tanggal 25 Jumadil Akhir 1441 Hijriah yang dimohonkan banding dengan

perbaikan dan tambahan amar sehingga selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1.

2.

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Memberi izin kepada Pemohon (Pembanding) untuk menjatuhkan
talak satu raj’i terhadap Termohon (Terbanding) di depan sidang
Pengadilan Agama Cibinong;

Dalam Rekonvensi

1.

2.

Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

Menetapkan Penggugat (Terbanding) yang memelihara dan
mengasuh keempat anak yang masing-masing bernama: Anak
Pertama, perempuan, lahir di Bogor tanggal 15 September 2004, Anak
Kedua, laki-laki, lahir di Bogor tanggal 8 Oktober 2009, Anak Ketiga,
perempuan, lahir di Jakarta tanggal 22 Oktober 2010, dan Anak Keempat,
laki-laki, lahir di Bogor tanggal 29 Agustus 2017) dengan kewajiban
Penggugat untuk memberi hak kepada Tergugat untuk memberikan

kasih sayang kepada keempat anak tersebut;

Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum

pengucapan ikrar talak berupa:

3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp9.000.000,00

(sembilan juta rupiah);

3.2. Mut’ah berupa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta
rupiah);
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4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah 4
orang anak tersebut di atas, masing-masing sejumlah
Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) = Rp4.000.000,00 (empat juta
rupiah) perbulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai
anak-anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan kenaikan

15% setiap tahunnya;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon/Tergugat < Rekonvensi untuk
membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah

Rp456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

lll. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding
sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020
Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1441 Hijriah oleh kami
Drs. H. Muslih Munawar, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. Drs. H. Faisol, S.H.,
M.H. dan Dra. Hj. Musla Kartini M. Zen, masing-masing sebagai Hakim
Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama
Bandung tanggal 29 April 2020 Nomor Prk/Pdt.G/2020/PTA.Bdg. telah
ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding
dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 Masehi
bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1441 Hijriah dengan didampingi para
Hakim Anggota tersebut dan dibantu H. M. Hasan Shodiq A, S.HI. sebagai

Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;
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KETUA MAJELIS

Drs. H. Muslih Munawar, S.H.

HAKIM ANGGOTA HAKIM ANGGOTA

DR. Drs. H. Faisol, S.H., M.H. Dra. Hj. Musla Kartini M. Zen

PANITERA PENGGANTI

H. M. Hasan Shodiq A, S.HI

Perincian biaya perkara:
1. Biaya Pemberkasan ....... Rp 134.000,00

2. Biayaredaksi.................. Rp 10.000,00
3. Biaya proses................... Rp  6.000,00
Jumlah....................L Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
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